Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BONTANG,

. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan

publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik
merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan
harapan dan tuntutan masyarakat untuk peningkatan

pelayanan publik;

. bahwa untuk mewadahi aspirasi bagi masyarakat dan

menciptakan transparansi dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diperlukan

pengaturan hukum yang mendukung;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

Masyarakat;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang



Menetapkan

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT .

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.



10.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai wunsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Otonom Kota Bontang.

Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

otonom Kota Bontang.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah
UPT pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Bontang.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang,
jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan

oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut
Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara,
korporasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk

kegiatan pelayanan publik.

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari
pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat
kepada Aparatur Pemerintah terkait, berupa sumbangan
pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat

pembangunan.

Pengaduan Bersifat Pengawasan adalah pengaduan masyarakat
yang mengandung hambatan pelayanan, korupsi, kolusi dan
nepotisme, pelanggaran disiplin pegawai, mengakibatkan
kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelengaraan

pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan.



11.

12.

13.

14.

(1)

(2)

Pengaduan Tidak Bersifat Pengawasan adalah pengaduan
masyarakat yang isinya mengandung informasi berupa kritik,
saran yang konstruktif @ dalam upaya perbaikan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat.

Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik yang selanjutnya
disebut Pengelola adalah pejabat, pegawai, atau orang yang
ditugaskan oleh penyelenggara untuk mengelola pengaduan

masyarakat pada setiap penyelenggara pelayanan publik.

Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun
penduduk baik orang perseorangan, kelompok maupun badan
hukum yang menyampaikan pengaduan kepada pengelola

pengaduan pelayanan publik.

Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan
pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas
pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan, atau pengabdian kewajiban dan/atau pelanggaran

larangan oleh penyelenggara.

Pasal 2
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dimaksudkan sebagai
pedoman bagi Perangkat Daerah, UPT dan BUMD dalam
menyelesaikan pengaduan masyarakat agar lebih terkoordinasi,

efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat bertujuan untuk
meningkatkan kepuasan masyarakat melalui kepastian
penyelesaian pengaduan masyarakat dalam memperoleh

pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a.

Pelayanan Penanganan Pengaduan yang bersifat pengawasan

yaitu:

1. penyalahgunaan wewenang;



2. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
3. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
4. pelanggaran disiplin pegawai.
b. Pelayanan penanganan Pengaduan yang tidak bersifat
pengawasan yaitu:
1. kritik;
2. saran; dan

3. keluhan.

BAB II
PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

Pelayanan Penanganan Pengaduan Yang Bersifat Pengawasan

Pasal 4
(1) Pelayanan Penanganan Pengaduan yang bersifat pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, angka 1, angka
2, dan angka 3 dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

(2) Pelayanan Penanganan Pengaduan yang bersifat pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufa angka 4,
dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah secara

berjenjang.

Bagian Kedua

Pelayanan Penanganan Pengaduan Yang Tidak Bersifat Pengawasan

Pasal 5
(1) Pelayanan Penanganan Pengaduan yang tidak bersifat
pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah, UPT dan BUMD.

(2) Tiap-tiap Perangkat Daerah, UPT dan BUMD berkewajiban

menyelenggarakan pelayanan penanganan pengaduan.



BAB Il
PENGADUAN

Bagian Kesatu

Penerimaan Pengaduan

Pasal 6

Penerimaan Pengaduan meliputi:

a.

Pengaduan secara langsung kepada Penyelenggara, yaitu

pengaduan yang disampaikan secara lisan;

Pengaduan secara tidak langsung kepada Penyelenggara, yaitu
melalui:

1. kotak pengaduan,
2. surat,

3. teknologi informasi, seperti: telepon, faksimili, website, surat
elektronik (e-mail), media penyiaran, layanan pesan singkat
(SMS/Short Message Service), atau jejaring sosial dan

sejenisnya.

Bagian Kedua

Prosedur Pengaduan

Pasal 7

Prosedur penerimaan Pengaduan secara langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebagai berikut:

a.

b.

pengelola menerima pengadu di tempat Penyelenggara;
identitas Pengadu dijamin kerahasiaannya;

pengelola wajib mendengarkan aduan pengadu, mencatat
substansi pengaduan, dan memberikan respon/tanggapan

secara langsung;

pengelola memeriksa substansi pengaduan dari aspek

kewenangan.

apabila substansi pengaduan di luar kewenangan



penyelenggara, maka berkas pengaduan tersebut wajib
diteruskan kepada penyelenggara lain yang berwenang, serta

harus diinformasikan kepada Pengadu;

pengelola wajib mencatat setiap pengaduan yang memuat
sekurang- kurangnya identitas pengadu yang terdiri atas nama
dan alamat lengkap, nomor pengaduan, uraian keluhan atas
pelayanan, dan tempat, waktu penyampaian, serta tanda
tangan.

apabila karena kondisi tertentu pengadu tidak mampu menulis
dan/atau membaca, maka pengelola wajib membantu pengadu

untuk mengisi formulir pengaduan tersebut.

Pasal 8

Prosedur penerimaan Pengaduan secara

tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b,

sebagai berikut:

a.

pengelola memeriksa substansi pengaduan dari aspek

kewenangan.

apabila substansi pengaduan di luar kewenangan
Penyelenggara, maka pengaduan tersebut wajib diteruskan
kepada penyelenggara lain yang berwenang, serta hal ini harus

diinformasikan oleh pengelola kepada pengadu;

jika pengaduan tersebut tidak menyebut identitas atau anonim
dan tidak ada nomor kontak yang bisa dihubungi, maka

pengaduan tersebut dapat diabaikan;

pengelola pengaduan memberikan respon atau tanggapan awal
kepada pengadu paling lambat 3 hari kerja sejak pengaduan

diterima;

pengelola pengaduan memberikan nomor pengaduan kepada

pengadu untuk menjadi acuan dalam penyelesaian pengaduan;

penyelenggara wajib menyediakan sarana bagi pengadu untuk

dapat memantau status penyelesaian pengaduan.



(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Ketiga

Pembuktian Pengaduan

Pasal 9
Pengaduan masyarakat yang diterima, setelah dicatat, ditelaah
dan dikelompokkan berdasarkan kode jenis masalah, kemudian
dikategorikan apakah bersifat pengawasan atau tidak bersifat
pengawasan, yang selanjutnya mencari bukti mengenai

kebenarannya;,

Pembuktian kebenaran atas pengaduan  masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara
sebagai berikut:

a. konfirmasi dan klarifikasi;
b. penelitian /Pemeriksaan ; dan/atau
c. pelaporan Hasil Penelitian /Pemeriksaan.

Konfirmasi sabagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan dengan tahapan;

a. mengidentifikasi terlapor;

b. melakukan komunikasi kepada Pimpinan Perangkat Daerah,
UPT dan BUMD terlapor;

c. mencari informasi dari sumber lain sesuai dengan

pengaduan; dan
d. mengumpulkan bukti-bukti awal sebagai bahan pendukung.

Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan dengan tahapan;

a. pengecekan permasalahan yang diadukan kepada sumber-

sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. perumusan fakta berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

c. penjelasan yang dapat dilakukan melalui surat dinas, surat

kabar, atau media massa lainnya.

(5) Penelitian/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



(6)

(7)

(8)

huruf b setidak-tidaknya mencakup kegiatan sebagai berikut:

a. dilakukan dengan cermat, cepat, mudah serta hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan; dan

b. hasil penelitian/pemeriksaan pengaduan masyarakat segera
disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah, Kepala UPT
dan pimpinan BUMD melalui Bidang Pengaduan.

Pemeriksaan materi pengaduan wajib berpedoman pada prinsip

independensi, nondiskriminasi dan tidak memungut biaya.

Pelaporan Hasil Penelitian /Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh pejabat
yang berwenang atau tim yang dibentuk oleh Perangkat Daerah
dan BUMD penerima pengaduan untuk melakukan konfirmasi

dan klarifikasi serta penelitian/pemeriksaan terhadap terlapor.

Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan disusun secara
sistematis, singkat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,
memuat kesimpulan dari hasil konfirmasi dan klarifikasi,
pemeriksaan penelitian dengan pendukung serta saran tindak

lanjut.

Bagian Keempat

Penyelesaian Pengaduan

Pasal 10

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat sebagai berikut:

a.

penyelenggara yang  berwenang  bertanggungjawab  atas

penyelesaian Pengaduan,;

penyelesaian atau solusi yang diambil harus memenuhi kriteria

spesifik, terukur, dapat dicapai, dan realistis;

solusi dapat berupa penyelesaian pengaduan dan/atau rencana

perbaikan pelayanan;

solusi tersebut menjadi bagian perbaikan kinerja pelayanan

penyelenggara;

pengelola pengaduan wajib merahasiakan informasi yang



bersifat pribadi, dan menurut derajatnya merupakan rahasia

negara/jabatan sesuai dengan perundang-undangan;

pengelola pengaduan wajib memberikan akses
kepada masyarakat untuk melihat status penyelesaian

pengaduannya; dan

penyampaian penyelesaian pengaduan kepada pengadu paling
lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak penyelesaian

pengaduan.

Pasal 11

Tindak lanjut penyelesaian pengaduan dilaksanakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penatausahaan Pengaduan

Pasal 12

Setiap pengaduan masyarakat yang diterima harus dilakukan
penatausahaan oleh Perangkat Daerah, UPT dan BUMD masing-
masing dengan tahapan sebagai berikut:

a.

(1)

pencatatan, dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku, baik secara manual atau menggunakan

sistem aplikasi yang dimiliki;
penelaahan, dilaksanakan setelah pengaduan dicatat dan

dikelompokkan berdasarkan jenis masalah;

penyaluran dan penyelesaian, dilaksanakan setelah pengaduan
ditelaah dan penyaluran disesuaikan dengan jenis pelanggaran
yang dilakukan; dan

pengarsipan, dilaksanakan sesuai dengan standar baku

pengarsipan.

Pasal 13
Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a

meliputi:

10



(2)

(3)

a. data surat pengaduan;

b. identitas pelapor;

C.

identitas terlapor;

d. lokasi materi pengaduan; dan

€.

materi pengaduan.

Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b
dikelompokkan berdasarkan kode jenis masalah, meliputi:

a.

b.

C.

d.

i.

j.

penyalahgunaan wewenang;
pelayanan masyarakat;
korupsi/pungutan liar;

kepegawaian /ketenagakerjaan,

. pertanahan;

hukum/peradilan dan Hak Asasi Manusia;

. kewaspadaan nasional,

. tatalaksana pemerintahan /birokrasi;

lingkungan hidup; dan

lain-lain.

Penyaluran dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 huruf c disesuaikan dengan kelompok/jenis masalah,

ditujukan kepada:

a. aparat pengawasan fungsional untuk penyalah gunaan

wewenang, indisipliner termasuk sikap arogansi aparatur
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, korupsi,
kolusi, nepotisme, pemborosan/manipulasi keuangan negara

atau sumber daya lainnya; dan

. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian

atau kelembagan dan ketatalaksanaan, untuk masalah
penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan
kebijakan di bidang kepegawaian, kelembagaan,
ketatalaksanaan organisasi dan akuntabilitas aparatur,
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dengan tembusan kepada pimpinan instansi terkait.

(4) Apabila terjadi kesalahan tujuan penyaluran dan/atau

lampiran, maka Perangkat Daerah, UPT dan BUMD penerima,
wajib segera mengembalikan keseluruhan berkas sesuai dengan

mekanisme dan proses yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Pengarsipan Pengaduan sebagai berikut:

a.

dokumen dan pelaporan pengaduan disimpan dengan aman
dan diupayakan menggunakan fasilitas digital, sehingga
memudahkan penemuan kembali apabila diperlukan.

pengarsipan dilakukan dalam bentuk data elektronik (softcopy),
apabila terdapat data hardcopy wajib diubah menjadi data
softcopy dan disimpan dalam database.

Pengelola Pengaduan wajib mempublikasikan jumlah, dan
status penyelesaian Pengaduan kepada masyarakat.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGELOLA

Pasal 15

Pengelola wajib memberikan pelayanan dengan:

a.

empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur

pemaksaan;

cepat, tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatif, dan tidak

memungut biaya;

menjamin Kkerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

memberikan penjelasan secara transparan tentang

perkembangan proses pengaduan yang ditangani;

mengedepankan prinsip profesionalitas dan independensi

dalam mengelola pengaduan; dan

memperhatikan kelompok rentan dan berkebutuhan khusus.
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Pasal 16

Pengelola dilarang:

a. menggunakan fasilitas sarana prasarana pengaduan untuk
kepentingan pribadi atau kelompok; dan

b. menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk kegiatan yang

berkaitan dengan pengelolaan pengaduan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 17
(1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi

pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

(2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pimpinan penyelenggara
penanganan pengaduan masyarakat pada masing-masing
Perangkat Daerah, UPT dan BUMD.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 18
(1) Tiap-tiap Perangkat Daerah, UPT dan BUMD wajib menyusun
laporan bulanan terkait hasil penyelenggaraan pelayanan
penanganan pengaduan dalam bentuk Rekapitulasi Hasil

Penanganan Pengaduan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Bontang

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 30 Desember 2016
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

=

M RAJUDIN
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 62
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